
BUPATI GARUT, 
: a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pernbangunan 

di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga 
terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk 
menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan 
daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, 
partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, 
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati 
Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pernerintah Daerah Kabupaten Garut Tahuri 2017 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut 
Nornor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi 
baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pernerintah 
Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditinjau kernbali dan dilakukan 
penyesuaian; 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi , 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3854) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4150}; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ! ndonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410): 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725}; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

2 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Da.erah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan '.Pemerinq3.han Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia 'Tahun 2Q08 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 4815); 

I 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugaa Pernbantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 · Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 48161; 

' ' 

19. Peraturan Pernerintah Nompr 8 Tahu~ 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusurian, Pengepdalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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21. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6041); 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ga.rut Tahun 2005 Nomor 15 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Ka.bu paten Garut Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2008 Nomor 34); 

28. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah 
Kabupaten Ga.rut Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(Rf>JPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 

. ' . ( 

30. Peratur~ Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tah un 2011 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7); 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 12 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMER.INTAH DAERAH 
KABUPATEN GARUT TAHUN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSK,Ui: 

Memperhatikan 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 106/SJ 
tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 
Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh 
Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; ' 

2. Surat Menteri Keuan~an Nomor S-337 /MK.7 /2017 tanggal 
27 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk 
Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 20 l 7; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5); 

32. Pasal 2 ayat (2) huruf g, Pasal 22E dan Pasal 22F Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2012 Nomor 8); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 
ten tang Rencana Pep,.bangunan Jangka Menenga h Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan clan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 9); 

37. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 27); 
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IMAN ALIRAHMAN 
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2017 NOMOR 51 

ttd 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 25 - 7 - 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

RUDY GUNAWAN 

ttd 

Dltetapkan di Garut 
pada tanggal 25 - 7 - 2017 
BU PAT I GAR UT, 

pengundangan 
Seri ta Daerah 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
1n1 dengan penernpatannya dalam 

Agar setiap 
Peraturan Bupati 
Kabupaten Garut. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 (Serita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Garut Nornor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 
Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasall 
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